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KEBIJAKAN PERTANAHAN
TAHUN 1966 - 1998

Fisko

Penelitan ini bertujuan membahas kebifakan penianahan tahun 1966
1998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan
ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi.
Masa Orde Baru {1966-1998) disebut sebagal Masa Penyimpangan
Pelaksanazn UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebi-
Jjakan mengenal hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibanding-
kan kebljakan mengenai penguasaan pemilikan tanah {fandreform}
dan tata guna tanah, Kebijakan pertanahan sefama tahun 1966-1998
tefah mervbah peranan dan fungsi tanah menurut UUPA yaitu dar
tanah sebagaf aset untik mencapai kemakmuran rakyat menjadi
tanah hanya sebagaffaktorproduksi {(barang ekonom/) belaka Peranan
Negara dalam bidang pertanahan pada masa itu justru dijadikan
alat untuk mendukung berj2lannya Sistemn Pemerintahan Orde Baru.
Rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang diarahkan
untuk merevisi UUPA dan peraturan perundang-undangan turunan-
nya, antara lain dengan memberikan akses yang sama hagi setiap
warga negara terhadap tanah yang juga merupakan hak dasar
manusia, memberikan informasi yang luas tentang pertanahan
karena sifalnya sebagai barang ekonomi yang spesifik (khas), anti-
sipasiterhadap kecendrungan perubahan struktur perekonomian ke
arah sektor sekunder dan tersier, memberikan arah yang tegas
terhadap kebijakan tanah perdesaan fpertanian) dan kebijakan tanah
perkotaan fnen pertanian), dan internalisasi semangat otenemi dae-
rah di dalam kebifakan pertanzhan.

Kata kunci: kebijakan pertanghan, UUPA, Jandrelorm

Berbagai persoatan seputar sumber
daya tanah muncul akibat kebutuhan yang
terus meningkat, sementara potensi dan
luas tanah yang tersedia sangat terbatas
{fixed supply). Peranan tanah menjadi se-
makin penting dengan semakin kom-
pleksnya aktivitas manusia sejalan dengan
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pertambahan jumlah penduduk Hal ini
pada gilirannya menimbulkan tekanan
pada permintaan terhadap tanah. Menu-
rut Anwar (1996), kelangkaan (scarcity}surmn-
ber daya tanah bukan hanya disebabkan
karena persediaannya yang terbatas secara
fisik tetapi juga oleh adanya kendala-
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kendala kelembagaan atau institusional
menyangkut hak-hak atas tanah.

Negara Indonesia, sesuai amanat
Undang-undang Dasar (UUD) 1945, me-
mandang tanah sebagai modal utama
bangsa sehingga peranan negara dalam
pengelolaan sumber daya tanah menjadi
sangat vital bagi tercapainya pemba-
ngunan yang adil, makmur dan merata bagi
seluruh rakyat Indonesia. Aspek kemak-
muran dan kesejahteraan bangsa Indo-
nesia yang diamanatkan UUD 1945 terse-
but dijabarkan lebih lanjut dalam UU
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal
dengan nama UUPA sebagai dasar kebi-
jakan pertanahan.

Fokus pembangunan ekonomi se-
masa orde baru yang menitikberatkan
pada pencapaian tingkat pertumbuhan
yang tinggi telah menimbulkan penyim-
pangan-penyimpangan dalam pelaksa-
naan YUPA. Selama periode 1988-1998
Badan Pertanahan Nasional (BPN) mene-
rima sebanyak 10.693 pengaduan menge-
nai permasalahan tanah. Dari jumlah
tersebut hanya sekitar 32 persen yang da-
pat diselesaikan. Pengaduan paling me-
nonjol berkaitan dengan permochonan
untuk mendapatkan hak atas tanah dan
permintaan perlindungan hukum dalam
kaitannya dengan pembebasan tanah.
Masalah-rnasalah lainnya adalah permin-
taan pemblokiran dalam kaitannya de-
ngan kredit macet atau bermasalah, tanah
yang menjadi obyek perkara di penga-
dilan, persoalan sertifikat tanah ganda dan
tumpang tindib, sengketa waris, masalah
hak ulayat, serta masalah yang berkaitan
dengan hak guna usaha {(HGU).

Menurut Aditjendro dalam Saragih
(1998), sengketa agraria pada masa Peme-
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rintahan Orde Baru bersifat multidimensi
yang tidak bisa dipahami hanya sebagai
sengketa agraria belaka. Sengketa agraria
merupakan puncak gunung es dari bera-
gam jenis konflik yang bersifat sangat
mendasar, misalnya konflik antarsistem
ekonomi (kapitalis [awan subsistensi), kon-
flik mayoritas lawan minoritas, konflik ma-
syarakat modern lawan masyarakat adat,
konflik antarnegara, konflik antarsistem
ekologi {ekosisten lawan industrialisme),
konflik antarsistem pengetahuan (posi-
tivistik lawan pengetahuan asli), konflik
antarbudaya (budaya modern lawan bu-
daya asli), serta konflik dalam relasi jender
(laki-laki vis a visperempuan). Disampingitu,
pembangunan pada masa Orde Baru yang
berorientasi kepada pertumbuhan makro-
ekonomi telah menjadikan sumber daya
tanah sebagai alat akumulasi modal dan
alat spekulatif dalam dunia usaha yang
kemmudian mengakibatkan hak-hak masya-
rakat atas sumber daya tanah menjadi ter-
pinggirkan (Temenggung 1999},

Laperan Konsorsium Pembaharuan
Agraria (2000) mencatat bahwa sekitar 50
persen dari seluruh pengaduan yang ma-
suk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada
tahun 1993 berkaitan dengan masalah
pertanahan. Selain itu, jumlah kasus tanah
yang diadukan dan diurus oleh Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham)
juga menempati urutan terbanyak pada
tahun pertama dan kedua sejak lembaga
itu terbentuk, masing-masing sebanyak

101 kasus pada tahun 1994 dan 168 kasus *

pada tahun 1995. Begitu pula halnya di
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sejak lembaga tersebut berdiri, masalah
pertanahan selalu mendominasi perkara.

Permasalahan yang dikemukakan di
atas menunjukkan begitu banyaknya per-
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masalahan pertanahan yang muncul aki-
bat pelaksanaan kebijakan pertanahan
semenjak UUPA diberlakukan. Studi ini
bertujuan memberikan gambaran menge-
nai kebijakan pertanahan selama periode
tahun 1966-1998 beserta implikasi yang
timbul berkaitan dengan orientasi pem-
bangunan yang fokus pada pencapaian
pertumbuhan yang tinggi, serta memberi-
kan rekomendasi bagi kebijakan perta-
nahan di masa datang.

METCDE PENELITIAN

KerangkaTeoritis

Sebagai barang ekonomi, tanah ber-
sifat spesifik. Penawarannya terbatas {fixed
supply)dan bentuk kurvanya inelastis sem-
purna. Tanah tidak mempunyai barang
pengganti seperti barang ekenomilainnya.
Konsekuensi ini menyebabkan harga tanah
sangat ditentukan oleh permintaannya.
Permintaan tanah cenderung semakin
tinggi seiring dengan kernpleksitas akti-
vitas ekonomi manusia sehingga menye-
babkan harga tanah terus meningkat.
Kondisi seperti ini menyebabkan pasar
tanah selalu tidak sempurna {imperfect
market)dan cenderung melahirkan mono-
politanah (farrd monopoly).

Disamping itu, tanah mempunyat
sifat yang multidimensi. Selain bersifat
ekonomi, tanah juga mempunyai sifat fisik,
sosial, budaya, politik bahkan pertahanan
dan keamanan. Menurut Nasoetion (1991},
tanah secara teoritis digambarkan dalam
lima rent, yaitu: (1) Rent Recardian, yang tim-
bul sehagai akibat adanya sifat kualitas
tanah yang berhubungan dengan peng-
gunaan tertentu dan atau kelangkaannya,
(2) Rent Lokasi, yang timbul akibat lokasi
suatu tanah relatif terhadap lokasi lainnya,
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(3) Rent Lingkungan, yang timbul akibat
adanya fungsi ekologis tanah dalam suatu
ekosistem, (4) Rent Sosial, yang timbul aki-
bat adanya fungsi sosial atas tanah, dan
(5) Rent Politik, timbul jika pemilikan dan
penguasaan tanah memberikan sejumlah
kekuatan atau posisi politik yang lebih
menguntungkan kepada pemilik dan pe-
nguasanya.

Pasar tanah umumnya hanya men-
cakup dua atau tiga rent saja, Akibatnya,
selalu akan terjadi pasar tanzh yang semu
(shadow price) sehingga sangat logis jika
setiap anggota masyarakat atau kelom-
pok dengan segala kekuatan, terutama
kekuasaan dan modal, berusaha mengu-
asai tanah melebihi kebutuhan. Dengan
cara tersebut seseorang atau kelompok
mendapatkan sejumlah manfaat di [uar
mekanisme pasar {extra market benefit)
yang pada dasarnya tidak tercerminkan
oleh harga atau nilai tanah yang sebenar-
nya. Kondisi seperti inilah yang menjadi
dasar perlunya peranan negara (state
intervention) terhadap pengelolaan sum-
ber daya tanah. Peranan negara tersebut
dilaksanakan lewat serangkaian kebijakan
pertanahan (fand policy).

Ada dua kutub besar dan saling ber-
tentangan dalam memandang fungst
tanah, yaitu sistem kapitalis dan sistem
sosialis (Budiman 1996). Dalam sistem kapi-
talis, tanah dimiliki secara pribadi {(pemo-
dal) yang melakukan eksploitasi tinggi
demi meraih keuntungan pribadi. Oleh
karena itu, tanah senantiasa menjadi re-
butan yang kadangkala membutuhkan
cara kekerasan untuk mendapatkannya.
Dalam sistem sosialis, tanah dimiliki secara
kolektif. Eksplaitasi dapat dikatakan nihil
karena semua hasilnya dikembalikan se-
cara kolektif kepada masyarakat.
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Fungsi tanah, jika mengacu pada
UUPA, tidak dapat dikategorikan ke dalam
kedua sistem tersebut. UUPA menentang
eksploitasi tanah seperti yang dilakukan
dalam sistem kapitalis. Memang benar
bahwa kekuasaan tertinggi terhadap tanah
dipegang oleh negara, tetapi anggota
masyarakat dibolehkan mempunyai hak
atas tanah dan memperjualbelikan tanah
tersebut sebagai usaha pengalihan hak
{ni tidak dapat dilakukan pada sistemn so-
sialis yang melarang penguasaan tanah
oleh anggota masyarakat. Menurut Wiradi
{2000), UUPA [ebih mendekati visi neo-
populis' ketimbang kapitalis atau sosialis.

Ketentuan yang paling mendasar
dalam UUPA adalah yang tertuang dalam
pasal 2. Ketentuan ini memberikan wewe-
nang kepada negara untuk mengatur dan
menyelenggarakan pengelolaan perta-
nahan. Dasar-dasar kebijakan pertanahan
nasional yang merupakan pegangan dan
acuan yang bersumber dari UUPA antara
lain meliputi: wawasan nusantara, kebang-
saan, pengakuan terhadap hak ulayat,
fungsi sosial hak atas tanah, persamaan
hak warganegara atas tanah, dan kewa-
jiban pemegang hak atas tanah. Dalam
UUPA, kebijakan pertanahan dikelompok-
kan menjadi empat aspek yaitu: (1} aspek
penguasaan pemilikan tanah, (2) aspektaa
guna tanah, {3} aspek hak atas tanah, dan
(4) aspek pendaftaran tanah.
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Aspek penguasaan pemilikan tanah
{landreform) diatur dalam pasal 7,10, 11, 13,
dan 17. Pasal 7 menyatakan bahwa untuk
tidak merugikan kepentingan umum, maka
pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas tidak diperkenankan.
Pasal 10 menetapkan kewajiban setiap
orang dan badan hukum yang mempu-
nyai sesuatu hak atas tanah pertanian un-
tuk mengerjakan atau mengusahakanmya
sendiri secara aktif. Pasal 11 menetapkan
perlunya pengaturan hubungan hukum,
dan wewenang yang bersumber dari
hubungan hukum tersebut agar tanah
dapat memberikan sebesar-besar kemak-
muran rakyat, dan dicegah penguasaan
atas kehidupan dan pekerjaan orang lain
yang melampaui batas. Pasal 13 menga-
manatkan kepada Pemerintah agar me-

ninggikan produksi dan kemakmuran.

rakyat, serta menjamin bagi setiap warga-
negara Indonesia derajat hidup yang se-
suai dengan martabat manusia baik bagi
diri sendiri maupun keluarganya. Pasal 17
mengamanatkan kepada Pemerintah
untuk menetapkan batas maksimum dan
minimum lvas penguasaan kepemilikan
tanah yang merupakan fokus perhatian
landreform?.

Aspek tata guna tanah diatur dalam
pasal 14 dan 15. Pasal 14 mengamanatkan
kepada Pemerintah untuk membuat ren-
cana bagi persediaan, peruntukan dan

Dalam slstemneo-populls, satuan usaha merupakan usaha keluarga (unit usaha kecil). Karenailu penguasaan tanah

dan sarana produksl lalnnya tersebar kepada sefumlah besar keluarga {tani).Tenagaketja adalah tenaga kerja keluarga
{tanl}. Dengan demiklan, produksl secara agregat merupakan fungs! dar keputusan keluarga-keluarga ftanl) ilu,
Tanggung Jawabatas akumulas blasanya tedetak dl angan negara {Wiradl 1998),

Landreformadalah suatu usaha yangdilakukan Pererintah dan masyarakatuntuk mengubah strukiur penguasaan

tanah,Dalam perkembangannya fandreformdibedakan menjadidua, yallu tenure reformdan terancy reform. Tenure
reformadalah penataan kemball susunan penguasaan tanah, deml kepentingan petani kecll, petan! penggarap,dan
buruh tanl yang tidak bertanah. Tenancy reform adaiah perbaikan atau permbaruan dalam hal perjanfian sewa menyewa,
bagi hasil,gadai dan sebagalnya tanpa harus mengubah distribusi pemilikan tanah (Wiradl 2000},
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penggunaan tanah dengan memperha-
tikan aspek fandreformdan aspek hak atas
tanah. Pasal 15 menyatakan bahwa me-
melihara tanah, termasuk menambah ke-
suburannya, serta mencegah kerusakannya
adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan
hukum atau instansi yang mempunyai
hubungan hukum dengan tanah.

Aspek hak atas tanah diatur dalam
pasal 16. Pasal ini menyatakan bahwa
sebidang tanah yang telah ada rencana
persediaan, peruntukan dan penggunaan
tanah dapat dilakukan penegasan, peng-
akuan atau pemberian hak atas tanah,
Mengenai subyek {pemegang) hak atas
tanah, obyek hak atas tanah (letak, luas,
batas tanah}, serta jenis hak atas tanah
diatur dalam pasal 20 hingga pasal 49 di
dalam UUPA.

Aspek pendaftaran tanah diatur
dalam pasal 19. Pasal ini menyatakan da-
lam rangka menjamin kepastian hukum
oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pasal
ini juga menetapkan bahwa pendaftaran
tanah dilakukan atas inisiatif Pemerintah,
namun tidak menghatangi pendaftaran
tanah yang dilakukan masyarakat.

Teknik Analisis

Karena sifatnya yang merupakan
studi dokumenter, studi ini lebih banyak

menggunakan data sekunder. Data diper-
oleh melalui studi literatur pustaka, hasil-
hasil penelitian terkait dan penelusuran
dokumen, yang kemudian dianalisis
secara kualitatif. Kebijakan pertanahan di-
kelormnpokkan berdasarkan aspek-aspek
pertanahan yang terkandung dalam UUPA,
yaitu: {1) kebijakan mengenai penguasaan
pemilikan tanah, {2) kebijakan mengenai
tata guna tanah, (3} kebijakan mengenai
hak atas tanah, dan {(4) kebijalan mengenai
pendaftaran tanah.

PENYELENGGARAAN PERTANAHAN DARL
MASA KEMERDEKAAN HINGGA MASA
ORDEBARU

Untuk kepentingan analisis dalam
studi ini, periode pelaksanaan kebijakan
pertanahan mulai dari masa kemerde-
kaan hingga masa Orde Baru dikelom-
pokkan menjadi tiga, yaitu periode tahun
1945-1960, periode tahun 1961-1965, dan
periode tahun 1966-1998. Periode tahun
1945-1960 merupakan masa persiapan
dan perencanaan pembuatan hukum
tanah nasional. Puncaknya adalah dengan
diundangkannya UUPA sebagai peng-
ganti Agrarische We? . Periode tahun 1961-
1965 merupakan masa pelaksanaan
landreform sebagai amanat dari UUPA,
namun mengalami kegagalan, Periode
Tahun 1966-1998 merupakan masa terja-

Hulkum tanahmasal kelonlal Belanda adalah Agrarische Wet Tujuan Agrarische Wetadalah member kesempatanyang
luaskepada pihak swasta untuk menanamkan medalnya di Hindia Belanda dan untuk melindungl hak-hak rakyat
seternpal Tetapl pada prakieknya,peraturantersebin sangat lidak menguntungkan bagl penduduk Indonesia asli.Inl
disebabkan tanah yang dimilild petanl pribum, balk dengan hak milik, hak paksl termasuk tanah-tanah dengan hak
ulayat masyarakat hukurn adat Udak terdaftar, dan oleh karena [tu pemil (kar tidak da pat dibuktikan. Seruatanah Inl
dlanggap anahmiliknegara Hak ulayat masyarakat yang terdapat dan blasadikenal tdak diala denganadanya Agrarfsche
Besluit Tanah yang dikuasal oleh hak ulayat pada saal ilu dianggap sebagal Tanah Negara Bebas dan tanah yang dimilikl
individudianggap sebagal Tanah NegaraTidak Bebas Hak yang paling kuat dad masyarakat padasaat llu harya dikenal
sebagal HakPakal fEprachr) yangdapat berdangsung terus menerus. Jadi disatu plhak tujuannya melindungl rakyat asli,
pada kenyataannya juga menghapuskan hak-hak rakyal asli. Sebagai akibat peraturan tersebut, kebanyakan tanzh dl
Hindla Belanda dimiliki aleh perusahaan swasta. Petanl dan penduduk Indenesla as!l hanya dapat mengolah tanah
sebagal buruh tanl {Hutagulung 1985},
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dinya penyimpangan pelaksanaan UUPA,
yaitu dari “tanah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat” berubah menjadi
“tanah untuk mendukung pembangunan
ekonomi? Untuk memudahkan, ketiga
periode tersebut berturut-turut disebut
pericde atau masa perencanaan UUPA,
masa kegagalan pelaksanaan UUPA, dan
mmasa penyimpangan pelaksanaan UUPA
seperti disajikan pada Tabel 1.

Pada masa kegagalan pelaksanaan
UUPA, mengingat hal yang paling men-
desak setelah diundangkannya UUPA
adalah masalah pertanian rakyat, Peme-
rintah melakukan persiapan pelaksangan
fandreferm. Tujuannya adalah untuk mem-
pertinggi penghasilan dan taraf hidup
petani penggarap tanah, sebagai lan-
dasan atau prasyarat untuk menyeleng-
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garakan pembangunan ekonomi. Salah
satu program utama fandreform adalah
redistribusi tanah.

Dengan ditetapkannya UUPA, UUPBH

{Undang-Undang Nomer 2/1960 tentang -

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian),
UUPLTP {Undang-Undang Nomor 56 PRP/
1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian}, dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 224/1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian, pelaksanaan fandreform memi-
liki sandaran hukum yang kuat. Bahkan
memiliki saluran masuk ke dalam peng-
gunaan kekuasaan negara oleh kelom-
pok sosial politik tertentu yang bermain
dalam kekuasaan negara pada masa itu.

Pelaksanaan landreform banyak
sekali diwarnai oleh politik. Tanah yang

Tabel1.
Penyelengggaraan Pertanahan dari Masa Kemerdekaan hingga Masa Orde Baru

kum tanzh nasional
sebagai pengganti
Agrarische Wet

penguasaaandan pe-
milikan tanah

Karakteristik Masa Perencanaan Masa Kegagalan Masa Penyimpangan
UUPA Pelaksanaan UUPA Pelaksanaan UUPA

Tahun 1945-1960 1961-1965 1966-1558

Landasan Hukum Agrarische Wet UUPA UUPA

Tujuan Kebijakan Mempersiaptan hu- | Penataan struktur | Tenah untukmendukung

pembangunan ekonomi

Fokus Kebijakan

Pembentukan pani-
lig-panitia peran@ng
hukumtnah nasional

Landreform

Lebih menekankan admi-
nistrasi pertanahan di-
bandingkan pengaturan
pertanahan

PelaksanaanKebi-
jalan

Setelah melalui
proses yang
panjang hukum
tanah nasional ber-
hasil diundangkzn

Landreform menjadi
alat politik bagi PKI
danadministrasi par-
tanahan yang buruk
menyebabkan pro-

Pembekuan UUPA dan
landreform, selanjutnya
memfasilitasi tersedia-
nya tanah bagi berbagai
kegiatan pembangunan

gara

ria,Kementerian/
Departemen Agreria

temen Agraria

yang dikenal gram ini mengalami
dengan nama UUPA | kegagalan
Instansi Penyeleng- | Panitia-Panitia Agra- | Kementerian/ Depar- | Digen Agraria DDN, BPN
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diredistribusikan merupakan bidang-
bidang yang kecil sehingga tidak menim-
bulkan kemakmuran bagi penerimanya.
Penerima redistribusi tanah kebanyakan
dari BTl {BarisanTani Indonesia) atau men-
jadi anggota BTl atas propaganda PKI.
Adrinistrasi kacau karena berbagai hal.
Penyelenggaranya adalah panitia /and-
reformyang para anggotanya tidak profe-
sional dan mempunyai berbagai kepen-
tingan politik. Data tentang tanah juga
sangat tidak akurat dan tanpa peta. Dalam
penentuan penerima redistribusi tanah
banyak terjadi KKN (kolusi, korupsi dan
nepotisme). Sejak tahun 1964, banyak
dilakukan aksi sepihak pendudukan tanah
oleh BT yang merupakan penyebab utama
kemacetan pelaksanaan landreform, Sete-
lah peristiwa Gerakan 30 September 1965
{G30S) meletus, sejak tahun 1966 fandreform
praktis tidak berjalan sama sekali.

Pada masa penyimpangan pelaksa-
naan UUPA {(1966-1998) berkerbang pen-
dapat dikalangan Pemnerintahan Orde Baru
dan masyarakat luas bahwa UUPA merupa-
kan hasil ciptaan PKI. PKl memang lebib
berhasil mengambil hati rakyat perdesaan
dengan memperjuangkan fandreformun-
tuk petani-petani yang miskin tanah dan
buruh 2ni. Bi awal Pemerintahan Orde Banu,
demi rehabilitasi dan stabilisasi nasional,
pelaksanaan flandreformdibekukan karena
dianggap dapat mengakibatkan kegon-

cangan politik. Selanjutnya, dimulailah
babak baru kebijakan pertanaban Orde Baru
yang sangat berbeda dengan Orde Lama.

Pemerintah menurunkan status
Kementerian/Departemnen Agraria hanya
menjadi setingkat direktorat jenderal*.
Berdasarkan Keppres (Keputusan Presiden)
Nomor 170/1966, Departemen Agraria
diciutkan menjadi Direktorat Jenderal {Dit-
jen) Agraria dan Transmigrasi dalam ling-
kungan Departemen Dalarm Negeri (DDN).
Pada tahun ini juga dibentuk Direktorat
Jenderal Agraria yang terpisah dari Trans-
migrasi. Penurunan status Kementerian/
Departernen Agraria menjadi Ditjen Agraria
menunjukkan bahwa Pemerintah pada
saat itu tidak menaruh perhatian yang
serius terhadap masatah agraria.

Pada tahun berikutnya Pemerintah
mengeluarkan sejumlah peraturan perun-
dang-undangan, antara lain UU Nomor
1/1967 tentang Penanaman Modal Asing,
UU Nomor 5/1967 tentang Kehutanan, UU
Nomor 11/1967 tentang Pertambangan, dan
UL Nomeor 1/1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Megeri. Adanya UU tersebut
menjadi dasar dimulainya eksploitasi surmn-
ber-sumber agraria secara besar-besaran,
terutama di bidang kehutanan dan per-
tambangan®.

Pada dasawarsa 1970-an, sektor per-
tanian memegang peranan terpenting
dalam pembangunan dalam rangka ter-

Pada Masa Orde Lama, masalah agraria diselenggarakan cleh Kementerian/Departemen Agraria.Lewat Keppres

Namor 55/1955, Pemerintah membentuk Kementerian Agraria yang terplsah dari DDN. Kemudlan berdasarkan UU
Nomar 7/1958 ditetapkan pengalihan wgas dan wewenang yang menyangkut agraria dari Menteri Dalam Negeri
kepada MenteriNegara Agrarla, serta pefabat agraria didaerah. Melaluiundang-undang tersebut lambat laun terbentuk
aparat agrarta di tingkat provinsh, keresldenan,dan kabupaten/kotamadya. Tahun 1962 dilakukan penggabungan
Departemen Agraria dan Oepartemen Perlanlan menjadi Depantemen Pertanlan dan Agraria berdasarkan Keppres
Nomar94/1962. Selanjutnya, berdasarkan Keppres Nomor 141/1964, Depanemen Agrailakembali berdirisendiri

yang diplmpin oleh Menter Agrarla (PN 1998).

4 Dalam jangka waktu 4 tahun {1966-197 1), nllat ekspor kayugelondongan naik 47 kalllipat, dan minyak nalk 4 kall lipat.
Antara tahun 1967-1972, nilal proyek PMA yangdisetujul diIndonesla meningkat cukup besar yailu mencapal 2.488,4
JutaU5$, Investas tersebut sebagian besar menyangkut eks pleitast sumber daya alam yaltu kehutanan sebesar419,1
juta US3 (16,8%), dan pertambangan 953,7 Juta USS (38,8%} (Suhendar dan Kaslm 1996),
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penuhinya kecukupan pangan hingga me-
nuju swasembada pangan. Pada masa ter-
sebut Pemerintah lebih memilih revolusi
hijau dibandingkan fandreform yang sarat
dengan politik. Pada masa itu, dimulailah
program-program intensifikasi dan eks-
tensifikast pertanian, peningkatan kredit
usaha pertanian dan penyuluhan perta-
nian. Pemerintah juga mengganti isu
fandreformmenjadi landsett!fement dengan
dimulainya program transmigrasi. Dalam
dasawarsa ini Dirjen Agraria juga berperan
dalam pengadaan tanah secara besar-be-
saran untuk berbagai pembangunan pra-
sarana perhubungan dan prasarana yang
menunjang pertanian, yaitu: jalan, jemba-
tan, saluran irigasi, bendungan, industri
petrokimia untuk menghasilkan pupuk
dan pestisida dan lain-lain.

Sebagai dampak dari resesi ekonomi
serta menurunnya harga minyak bumt,
pada dasawarsa 1980-an Pemerintah me-
ngeluarkan berbagai kebijakan di bidang
fiskal, moneter dan sektor riil yang meru-
pakan awal dimulainya deregulasi ekonomi.
Kebijakan fiskal yang cukup strategis ada-
lah pembaruan perpajakan dengan kelu-
arnya paket undang-undang perpajakan
pada tahuni 1983. Di bidang meneter Perne-
rintah mengeluarkan kebijaksanaan 1 Juni
1983 yang dikenal dengan Paket Kebijak-
sanaan Deregulasi Moneter 1983 (Pakjun
83). Kebijakan tersebut diikuti kebijakan
lain di sektor riil dan dituangkan dalam
Inpres Nomor 5/1984 tentang Pedoman
Penyederhanaan dan Pengendalian Peri-
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jinan di Bidang Usaha, Pada dasarnya ke-
bijaksanaan-kebijaksanaan tersebut me-
nuju ke arah yang sama, yaitu mengurangi
secara relatif peranan Pemerintah dan
memberi kesempatan kepada peranan
swasta yang lebih besar. Dalam dasawarsa
ini Ditjen Agraria banyak berperan serta
dalam pelaksanaan kegiatan pertanian
terutama dengan pola kemitraan Perke-
bunan Intj Rakyat (PIR} dan program pem-
bangunan perumahan.

Pada tahun 1988 dibentuklah Badan
Pertanahan Nasional (BPN) yang dilatarbe-
lalangi untuk mengatasi berbagai masalah
pertanahan yang berkaitan dengan kepen-
tingan pembangunan. Masa BPN merupa-
kan masa yang produktif dalam pembuat-
an berbagai produk hukum dibandingkan
dengan masa Ditjen Agraria. Selama 10 ta-
hun dari tahun 1988 hingga 1998, BPN ber-
peran serta dalam penerbitan 116 buah
perundang-undangan yang berhubungan
dengan pertanahan untuk pembangunan.

Pada tahun 1593 Pemerintah menge-
luarkan Paket Kebijakan Oktober 1993 (PAK-
TO 93} yaitu deregulasi soal perijinan dan
investasi, Deregulasi tersebut dimaksud-
kan untuk menciptakan iklim investasi
yang lebih baik sehingga dapat menarik
modal luar negeri yang lebih besar untuk
masuk sampai ke daerah-daerah. Dengan
paket ini diharapkan efisiensi akan me-
ningkat sehingga dapat memperbesar
daya saing produk ekspor Indonesia’.

Keluarnya PAKTO 93 merupakan
awal dimulainya liberalisasi di bidang

. Padatahun 1993, [umiah PMON sebanyak 548 buah atau naik sebesar 25,5 persen dard angka tahun 1992 sebanyak
436 buah_ Nilal PMDN Juga naik dari Rp 28,2 tiliun menjad| Rp 39,5 trliun atau nalk sebesar 39,9 persen. Kenalkan
besarbaru terfadi setelah keluamya PAKTO 93 dan penurunan suku bunga bank, sehingga selama 2 bulan terakhir
tercatat Rp11 triliun nlfal proyek yang disetuluL Tenaga ketfa yang akan diserap Juganalk 53,4% dari 329.950 orang
menjad] 504.657 arang, sehinggarata-ratalenaga kerja per proyek|uga meningkat dad 762 orang menjad| 926 orang.
Sementara itu, PMA Juga mencatat kenaflan dalam fumiah proyekdan 305 menjadi 313 proyek, namun nilaE investasinya
turun 21,4 persen dan U5 10,3 miliar menfadl US$ 8,037 millar (Dawam Rahardjo 1994).
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pertanahan karena pihak swasta sebagai
pemilik modal diberikan keleluasaan un-
tuk mem peroleh dan mendapatkan tanah.
Akhirnya, tanah yang mempunyai fungsi
sosial sebagaimana diamanatkan UUPA
berkernbang menjadi tanah sebagai ko-
moditas strategis. Dampak yang paling
terasa adalah terjadinya akumulasi pe-
nguasaan pemilikan tanah secara besar-
besaran aleh pemilik modal.

Berdasarkan uraian yang telah dije-
laskan di atas, penulis membagi Masa
Penyimpangan Pelaksanaan UUPA (1966~
1998) ke dalam beberapa periode yaitu:
{1)Periode |{1966-1973), (2} Periode 1 {1974-
1983), (3) Periode Il (1984-1992}), dan (4}
Periode IV (1993-1998). Pada Tabel 2 dije-
laskan mengenai karakteristik periode-
periode tersebut.

EVALUAS] KEBUAKAN PERTANAHAN
TAHUN 1966 - 1998

Kebijakan mengenai Penguasaan Pemi-
likanTanah (Landreform)

RedistribusiTanah, Redistribusi tanah
bertujuan untuk mengatur penguasaan
kepemilikan tanah. Pada tahun 1981, Direk-
torat Jendral Agraria melakuvkan revital-
isasi program redistribusi tanah yang
disebut Program Redistribusi Tanah atau
PembagianTanah Obyek Landreform (TOL),
Tanah-tanah yang diredistribusikan men-
cakup tanah yang melebihi batas maksi-
mum, tanah absentee, tanah swapraja dan
bekas swapraja, serta tanah negara. Redis-
tribusi tanah diprioritaskan untuk petani
penggarap, petani tanpa tanah, buruh
tani, dan petani gurem lainnya.

Direktorat Pengaturan Penguasaan
Tanah {PPT) BPN mengungkapkan hingga
tahun 1998 tanah obyek fandreform yang
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telah diredistribusikan sebanyak 669.514
hektar atau sekitar 52 persen dari total
luas tanah yang akan diredistribusikan.
Tanah tersebut diredistribusikan kepada
1.029.645 petani penggarap, berarti masih
tersisa sebanyak 626.016 hektar yang belum
dibagikan. Hasil pelaksanaan program re-
distribusi tanah tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.

Direktorat PPT BPN menegaskan
pelaksanaan program redistribusi tanah
di seluruh Indonesia yang diselenggara-
kan dengan dana APBN dan swadaya ma-
syarakat (redistribusi tanah secara swadaya
dimulai tahun 1991), rata-rata hanya seluas
20.000 hektar per tahun. Bila hanya dilaksa-
nakan dengan dua sumber dana tersebut,
penyelesaian redistribusi tanah memerlu-
kan waktu sedikitnya 31 tahun. Untuk itu
perlu diupayakan suatu program khusus
untuk penanganan redistribusi tanah, se-
hingga dapat mempercepat penyele-
saiannya,

Hambatan-hambatan dalam pelaksa-
naan program redistribusi tanah adalah
masib rendahnya kermauan politk {political
will)Pernerintah. Pemerintah masih kurang
serius memandang masalah redistribusi
tanah. Hambatan ini dapat dilihat dari per-
aturan perundang-undangan sebagai
dasar pelaksanaannya, yang sebagian be-
sar dibuat pada whun 1960-an. Dampak-
nya, program redistribusi tanah belum
mampu mengubah struktur penguasaan
pemilikan tanah di masyarakat Kondisi ini
dibuktikan cleh data hasil Sensus Pertanian
tahun 1983 dan 1993 serta hasil penelitian
BPN berikut,

Hasil Sensus Pertanian tahun 1983
dan 1993 menunjukkan bahwa dalam ku-
run waktu 10 tahun {1983-1993) persentase
luas usaha tani dan luas rata-rata pe-
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Kahijakan Pertanahan Tahun 1966 - 1998 (Fisco)

Tabela.
RedistribusiTanah/Pembagian Tanah Obyek Londreform Seluruh Indonesia
Tahun 1981 - 1998

Jumfah Asal Telah Jumlah Sisa
No Wilayah TOL Diredistribusl| Keluarga TOL
{Ha) {Ha) penerima {Ha}
1 | Sumatera 485.712 219.10 232.153 266.521
2| Jawa 459 486 257.398 601.596 202.088
3 | Balidan NusaTenggara 81.693 66.996 74.884 14,697
4 | Kalimantan 77.404 29.353 23.782 48.051
5 | Sulawesi 111.535 76.027 86.113 35.508
6 | Maluku dan Irian Jaya 79.700 20.549 11.117 59.151
Jumlah 1.295,530 669.514 1.029.645 626.016

Sumber :Direleormt PPT,ARH {1598}

nguasaan usaha tani menunjukkan ke-
cenderungan yang tidak menguntungkan.
Pada tahun 1983, persentase usaha tani
yang masuk ke dalam kelompok pengu-
asaan tanah kurang dari 0,5 hektar (petant
kecil) mencapai 40,8 persen. Proporsi ini
meningkat menjadi 48,5 persen pada
tahun 1993, Peningkatan persentase usaha
tani ini diperparah dengan menurunnya
angka [vasan rata rata usaha tani dari 0,26
hekrar menjadi 0,17 hektar sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 4.
Disampingitu, struktur penguasaan
tanah pertanian tahun 1993 menunjukkan

sebaran yang sangat timpang. Sebanyak
70 persen rumah tangga perdesaan me-
nguasai tanah dengan luas kurang dari 0,5
hektar, dan sekitar 43 persen rumah
tangga perdesaan yang miskin tanah ha-
nya menguasai 13 persen dari juas tanah
pertanian. Di sisi lain, sebanyak 16 persen
rumah tangga perdesaan yang kaya akan
tanah menguasai 69 persen dari total luas
tanah pertanian seperti ditunjukkan pada
Tabel 5,

Kondisi serupa juga terjadi pada wnah
di daerah perkotaan. Hasil penelitian
Puslitbang BPN (BPN 1999} di KotaBandung,

Tabel4.
Distribusi UsahaTani di IndonesiaTahun 1983 - 1993

Distribusi Usaha Tani
No, Kelompok 1983 1993
Luas Usaha Tani {Ha) % Luas % Luas
UsahaTani | Rata-Rata | UsahaTani | Rata-Rata
{Ha) {Ha}
1 < 0,50 40,8 0,26 48,5 0,17
2 1 050-199 449 0,94 18,6 0,90
3 | 200-4499 11,9 2,72 10,6 323
4 | » 500 2.4 8,11 1,3 11,9
Jumlah Usaha Tani (juta) 159 17,9
Jumlah Areal {juta hektar) 16,7 15,4
Rata-Rata Luas Usaha Tanij (hektar) 1,05 0,74

Sumber : Sentus Peranlan ahun 1983 dan 1993, Radan Pusat Staustik
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Tabel 5.
Struktur Penguasaan Tanah Pertanian dilndonesiaTahun 1993

Rumah Tangga Perdesaan
No. Kelompok Luas Jumlah
Penguasaan Tanah {Ha} Jumlah (%} Kumulatif % Luas Tanah
(%) yang Dikuasai
1 Tunawisma dan < 0,1 43 43 13
2 3,1 -049 27 70 18
3 05 -099 14 84 69
4 »1,0 16 100 100

Sumbes ; Sensus Pertanlan Tahun 1993, BFS, 1953

Semarang, dan Malang, seperti disajikan
pada Tabel 6, menunjukkan bahwa mayori-
tas penduduk di ketiga kota tersebut me-
nguasai tanah sangat sempit (kurang dari
100m? ) dan tuna wisma yang hanya meng-
uasai sebagian sangat kecil dari total tanah
kota. Di Kata Bandung, proporsi kelompok
ini mencapai 71 persen tetapi hanya me-
nguasai 4,3 persen dari total luas tanah kota,
Kondisi yang hampir sama buruknya juga
terjadi di Kota Malang. Di kota ini terdapat
sebanyak 68 persen kelompok penduduk
yang sama dengan penguasaan tanah rata-
rata hanya sebesar 3,1 persen dari total luas
tanah kota. Di Kota Semarang, proporsi
penduduk pada kategori yang sama men-
capai 49 persen dan hanya menguasai
0,7 persen dari total luas tanah kota,
PenertibanTanah Kelebihan Maksi-
mum dan Absentee. Ketentuan yang me-
ngatur luas pemilikan tanah maksimum

dan absentee (tanah guntai} adalah PP No-
mor 224/1961 tentang Pelaksanaan Pem-
bagian Tanah dan Pemberian Ganti Keru-
gian. Menurut ketentuan ini, tanah kele-
bihan batas maksimum yaitu tanah yang
melebihi batas maksimum yang boleh
dimiliki oleh seseorang atau keluarga.
Besaran luas maksimumnya ditetapkan
per daerah kabupaten/kota dengan mem-
perhatikan faktor jumiah penduduk, luas
daerah dan lainnya. Tanah absentee (guntai}
adalah tanah yang pemiliknya bertempat
tinggal diluar kecamnatan lokasi tanahnya,
dan kecamatan tersebut [etaknya tidak
berbatasan dengan lokasi tanahnya.
Direktorat PPT BPFN melaporkan se-
jak tahun 1989/19%0 hingga 1956/1997
telah diadakan inventarisasi dan pener-
tiban tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee. Tanah kelebihianmaksimum
baru, masih dijumpai di 10 provinsi dan

Tabel6.
Struktur Penguasaan Tanah di Kota Bandung,Semarang dan Malang
No. | Kota % PenguasaanTanah | %terhadapluasTanah
<100 M* dan Tuna Wisma) Kota
1 Bandung 71 43
2 Semarang 68 31
3 | Malang 49 0.7

Sumber: Puslithang BPN, 1993
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dimiliki oleh 883 pemilik atas tanah seluas
6.377 hektar. Tanah absentee yang baruy,
dijumpai di 13 provinsi dengan 2.311 pe-
milik atas tanah seluas 6.910 hektar.
Masalah tanah kelebihan maksimum
dan absenteeterjadi di tengah masyarakat
tetapi susah sekali melacaknya. Masalah
tanah-tanah ini erat kaitannya dengan
administrasi pertanahan yang belum me-
madai, serta belum terwujudnya pendaf-
taran tanah secara sistematik nasional.
Selain itu, diperlukan penyempurnaan
peraturan pelaksanaan dan penegakan
hukurmn flawenfercementiuntuk mendapat-
kan hasil yang maksimal.
KonsolidasiTanah. Kensolidasitanah,
berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor
4/1991 adalah kebijakan pertanahan me-
ngenai penataan kembali penguasaan
dan penggunaan tanah serta usaha peng-
adaan tanah untuk kepentingan pemba-
ngunan, meningkatkan kualitas ling-

kungan, dan perneliharaan sumber daya
alam dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat. Konsolidasi tanah awalnya
ditujukan untuk menata tanah perkotaan,
namun kemudian dikembangkan untuk
tanah perdesaan. Konsolidasi tanah per-
kotaan pertamna kali dilaksanakan di Renon

Denpasar Provinsi Bali pada tahun 1982,

sedangkan konsolidasi tanah perdesaan

pertama kali dilaksanakan di Provinsi

Lampung dan Nusa Tenggara Barat pada

tahun 1990.

Menurut Direktorat PPTBPN, hingga
tahun 1998 pelaksanaan konsolidasi tanah
telah mencakup areal seluas:

{1) 12.768 hektar dengan peserta seba-
nyak 83.412 kepala keluarga untuk
konsolidasi tanah perkotaan dengan
jenis peruntukan berupa pemukiman,
perdagangan, industri dan jasa,

(2) 39.1992 hektar dengan peserta seba-
nyak 20.178 kepala keluarga untuk kon-

Tabel 7.
KonsolidasiTanah Seluruh IndonesiaTahun 1982 - 1998

No Tahun Konsolidash Tanah Perkotaan KonsolidasI Tanah Perdesaan
Anggaran Luas {Ha} KK Luas {Ha) KK

1 1982/1983 50,0000 281 - -
2 1983/1984 71,5000 108 - -
3 198471985 338,1324 1.831 = -
4 1985/1986 605,247 3.540 S -
5 1986/1987 865,0983 5.786 - -
6 1987/1988 612,5091 5.148 = =
7 1988/198% 985,0976 9.355 - -
8 1985/1990 1.083,8412 5.682 = -
9 1990/1991 1.611,1664 4.241 196,6111 303
10 1991/1992 1.096,1733 5.200 4448560 1.154
1 199271993 808,3055 4.998 412,9451 510
12 1993/1994 950,2897 3.706 0 0
13 199471995 1.210, 5253 11.821 2.763,0400 2.903
14 1995/1996 "1.242,5851 5.444 8.144,3922 4.266
15 1996/1997 1.758,5563 12.129 7.048,7000 2.202
16 1997/1998 689,8993 4.142 | 20.188,3201 8.840

Jumlah 12.768,4012 83412 | 39.198,8645 20.178

Sumber ; Direldoral PPT, BPH (2004)
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solidasi tanah perdesaan dengan jenis
peruntukan berupa pertanian, perke-
bunan, tambak dan sawah.

Berbagai masalah yang sering mun-
cul sehubungan pelaksanaan konsoclidasi
tanah antara lain adalah pemilik tanah yang
tidak ikut konsolidasi tanah, tanggung
jawab dalam pembangunan infrastruktur,
bentuk peran serta masyarakat yang efek-
tif, transparansi yang berkaitan dengan
informasi, data dan biaya pelaksanaannya,
dan sebagainya. Masalah-masalah yang
berkaitan dengan konsolidasi tanah ter-
jadi karena kurang berkembangnya per-
aturan pelaksanaannya.

Kebljakan MengenaiTata GunaTanah

PerencanaanTata GunaTanah. Tata
guna tanah atau penatagunaan tanah
(TGT) didefinisikan sebagai keadaan dan
atau rangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam rangka menciptakan suatu keadaan
penggunaan tanah yang lebih baik. Kegi-
atan tata guna tanah awalnya dilaksana-
kan melalui pemberian fatwa BR guna -
nah. Pada dasarnya fatwa tata guna tanah
adalah penilaian teknis obyektif peruntuk-
kan penggunaan tanah dan merupakan
salah satu pertimbangan bagi perumusan
kebijakan di bidang pertanahan dalam
rangka pemberian ijin lokasi, pencadangan
tanah, permberian hak atas tanah, dan pe-
rubahan penggunaan tanah. Pemberian
fatwa tata guna tanah tersebut kemudian
dikukuhkan dalam Permendagri Nomor
3/1978, namun kemudian dicabut dalam
rangka Inpres Nomor 5/1984. Selanjutnya
pemberian fatwa tata guna tanah diinte-
grasikan bersama aspek-aspek pertanahan
lainnya. Di sisi lain pada beberapa kalang-
an berkembang ide tentang tata ruang.
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Sandy {1991) mengungkapkan bahwa pe-
mahaman mengenai istilah ruang oleh
kalangan tersebut tidak sama dengan is-
tilah tanah menurut UUPA. Sebagai alabat
dari adanya ide tentang tata ruang, nasib
RUU TGT yang bisa diharapkan mendu-
kung pelaksanaan UUPA akhirnya ter-
henti sama sekali dengan alasan politis.

Pada tahun 1992, disahkan UU Nomor
24/1592 tentang Penataan Ruang (UUPR).
Berkaitan dengan UUPR, Silalahi (2004}
mengatakan bahwa posisi UU tersebut
tidak jelas, apakah merupakan bagian dari
UUPA atau UUPA bagian dari UUPR. Bagi
pendukung UUPR, mungkin UUPA dipan-
dang sebagai bagian dari UUPR karena
dianggap hanya mengatur hak atas tanah
dan pendaftarannya. Mereka lupa bbahwa
UUPA mengatur secara makro tentang
ekosistern sumber daya alam yang mung-
kin sama artinya dengan ruang yang
dimaksud dengan UUPR

Dalam UUPR disebutkan bahwa
undang-undang ini merupakan landasan
untuk menilai dan meyesuaikan pera-
turan perundang-undangan lainnya, baik
mengenai pertanahan, perairan, pertam-
bangan, perkotaan, perdesaan, perindus-
trian, dan l2in-lain. Dalam UUPR diamanat-
kan bahwa dalam rangka pemanfaatan
ruang dikembangkan penatagunaan
tanah yang merupakan sub sistern dari
penataan ruang. Penatagunaan tanah
adafah pengelolaan tata guna tanah yang
meliputi pengaturan penguasaan, peng-
gunaan dan pemanfaatan tanah. Namun
demikian, Rancangan Peraturan Peme-
rintah tentang Penatagunaan Tanah (RPP
PGT} sebagai peraturan pelaksanaan
UUPR tidak pernah terwujud sehingga me-
munculkan berbagai kesulitan dalam me-
wujudkan rencana tata ruang. Berbagai
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kesulitan tersebut sering bermuara pada
terjadinya konflik dan sengketa tata ruang
di masyarakat. Disamping itu, belum
terwujudnya pedoman pelaksanaan me-
ngenai penatagunaan tanah juga menye-
babkan tidak termonitornya penggunaan
dan pemanfaatan tanah para pemegang
hak atas tanah.

1jin Lokasi. Yjin lokasi dikeluarkan
dalam rangka PAKTQ 93 yang bertujuan
memberi kermudahan untuk memperoleh
tanah dalam rangka penanaman modal.
Pemberian ijin lokasi diatur dalam
Permenag/Kepala BPN Nomor 2/1993
tentang Tata Cara Memperoleh [jin Lokasi
dan Hak AtasTanah bagi Perusahaan dalam
Rangka Penanaman Modal. Peraturan ini
merupakan tindak lanjut dari Keppres
Nomor 97/1993 tentang Tata Cara Pena-
naman Modal,

Secara mendasar ijin lokasi merupa-
kan salah satu instrumen penting dalam
menyelenggarakan pertanahan sebagai-
mana diamanatkan dalam UUPA dan
UUPR, ljin lokasi tidak memberi sesuatu
hak atas tanah melainkan hanya meng-
ijinkan pemegang ijin lokasi untuk mem-
peroleh dari pihak-pihak yang berhak atas

tanah tertentu. ljin [okasi diperlukan untulc
mengendalikan penguasaan dan pemani-
faatan tanzh agar sesuai dengan keperlu-
annya. Oleh karenz itu, ijin lokasi pada
dasarnya adalah ijin untuk mempereleh
atau membebaskan tanah sesuai rencana
tata ruang wilayah, dan sekaligus ijin untuk
mengalihkan hak atas tanah dalam rangka
pengendalian penguasaan dan peman-
faatan tanah.

Hasil pemberian ijin lokasi secara
lebih detil dapat dilihat pada Tabel 8.
Dalam kurun waktu lima tahun (tahun
1993 hingga 1998) telah diterbitkan ijin
lokasi sebanyak 17,277 buah, meliputi areal
sekitar 10,3 juta hektar. Namun begitu,
hanya sekitar 3,2 juta hektar (31 persen)
yang telah benar-benar dikuasai cleh
pemegang hak ijin lokasi. Dari total luas
areal tersebut, hanya sekitar 1,9 juta - =ktar
{59 persen} yang telah dimanfaatkan
sesuai fujuan pemberian ijin lokasi, dan
sekitar 1,3 juta hektar sisanya (41 persen)
menjadi tanah belum dimanfaatkan atau
tanah tidur {tanah terlantar).

ljin lokasi memberikan kesempatan
yang luas kepada pemilik modal (investor)
untuk memperoleh atau membebaskan

Tabel 8. :
Pemberian lzin Lokasi Seluruh Indonesia Tahun 1993-199
No.] Peruntukan |Jumlah | Luas (Ha) Telah Telah .Belum
Dikuasai Dimanfaatkan | Dimanfaatkan
{Ha} {Ha} {Ha)

1 Perumahan 5.747 246.561 119.114 54.585 64,529
2 Industri 4.433 94.549 89.744 36.069 53.679
3 Jasa 2.887 20.799 15.935 12.614 3322
4 Pertanian 2.150 9.512.213 2.893.228 1.739.471 1.153.756
5 Pariwisata 463 356.861 §81.997 31.B69 50,127
6 | Perdagangan 627 2.073 1.664 786 878
7 Lain-Lain 920 BB.975 37.495 26.267 11,226
Jumlah 17.277 | 10.322.031 3.239177 1.901.661 1.337.513

Sumber:BPN, 1998
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tanah. Dampaknya adalah terjadinya aku-
mulasi penguasaan pemilikan tanah yang
sangat luas oleh sekelompok orang atau
badan usaha, yang merupakan bentuk
ketidakadilan terhadap perolehan tanah.
Fakta kemudian menunjukkan bahwa
pemberian ijin lokasi banyak digunakan
sebagai alat akumulasi modal dan spe-
kulasi tanah yang merupakan salah satu
penyebab krisis ekonomi yang terjadi pada
tahun 1998. Penguasaan pemilikan tanah
yang melampaui batas (monopoli tanah)
oleh para pemilik besar mencapai angka
sebesar 10,3 juta hektar. Kegiatan spekulasi
tanah juga telah mengakibatkan sekitar
87.500 hektar tanah di Jabotabek telantar
dan nilainya ditaksir mencapai Rp 65 trilyun
(Bachriadi dan Lucas 2001).

Kebijakan mengenal Hak atasTanah

Pemberian Hakatas Tanah. Pembe-
rian hak guna usaha (HGU), hak guna ba-
ngunan {HGB) dan hak pakai (HP) atas ta-
nah diatur dalam PP Nomor 40/1996. Ber-
dasarkan peraturan ini, HGB, HGU, dan HP
dijamin perpanjangannya dan pembaru-
annya pada saat permohonan awal. Jangka
waktu dan jaminan perpanjangan serta
pembaruannya dapat mencapai 30420430
tahun atau 80 tahun untuk HGB, 35+30+35
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tahun atau 100 tahun untuk HGU, dan
25420425 tahun atau 70 tahun untuk HP.
Keseluruhan ketentuan ini bisa diterap-
kan jika tanah yang dimaksud dipakai se-
suai dengan ketentuan peruntukannya.

Dampak yang terjadi dari pembe-
rian HGB, HGY, dan HP adalah terjadinya
akumulasi penguasaan tanah oleh badan
usaha, baik pemerintah maupun swasta
yang merupakan bentuk ketidakadilan
dalam perclehan tanah. Disampingitu, pem-
berian hak atas tanah banyak yang tidak
digunakan sesuai dengan tujuan pembe-
riannya dan bahkan ditelantarkan. Hal ini
disebabkan oleh belum terwujudnya
instrumen pelaksanaan tata guna tanah.

Hasil pelaksanaan pemberian hak
atas tanah dapat dilhat pada Tabel 9. Luas
HGU perkebunan dan tambak di seluruh
Indonesia hingga tahun 1998 mencapai
4.556.863 hektar,dan untuk luas areal
perkebunan mencapai 14.453.750 hektar.
Dengan asumsi bahwa hanya perkebun-
an besar yang mempunyai HGU, berarti
luas perkebunan rakyat sebesar dari
9.856.887 hektar (68,5%). Hal ini menun-
jukkan bahwa perkebunan rakyat masih
menjadi tulang punggung perkebunan
di Indonesia. Namur begitu, ketimpangan
penguasaan tanah akan terasa manakala

Tabel9.
Hak Guna Usaha untukPerkebunan danTambak Seluruh Indonesia
hingga Tahun 1998

No. Wilayah Luas HGU
Ha %

1| Sumatera 2.2B3.B33,75 52,31
2| JawadanBali 598.687,51 13,14
3 | Kalimantan 502.9749,89 11,04
4 | Sulawesl 246.810,64 542
5 | NusaTenggara dan Maluku 806.749,52 17,70
6 | Irian Jaya 17.802.04 0,39

Jumilah 4,556.863,35 100,00

Sumber: Badan Pertanahan Naslonal, 2002
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diketahui bahwa HGU tersebut hanya
dikuasai oleh beberapa badan usaha, baik
pemerintabh maupun swasta.

Pembebasan Hak atas Tanah.
Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum mulanya diatur berdasarkan Per-
mendagri Nomor 15/1975, kemudian di-
gantikan oleh Permendagri Nomor 2/1985.
Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa
pembebasan tanah dilaksanakan melatui
Panitia Pembebasan Tanah dengan asas
musyawarah, Maksudnya, agar pemilik
tanah dilindungi dan tidak dirugikan,
sedangkan Pemerintah memperoleh Gnah
dengan harga yang wajar.

Deregulasi dilakukan terhadap
peraturan tersebut dengan diberfaku-
kannya Keppres Nomor 55/1993 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pem-
bangunan untuk Kepentingan Umum, yang
peraturan pelaksanaannya diatur dalam
Permenag/Kepaia BPN Nomor 1/1994.
Panitia Pembebasan Tanah yang semula
sebagaipenentu keputusan, dalamKeppres
ini hanya bertugas sebagai pengarah,
penengah, dan pemimpin musyawarah
antara instansi pemerintah yang memer-
lukan tanah dan para pemilik tanah yang
tanahinya akan dibebaskan,

Khusus perolehan tanah untuk
kepentingan pihak swasta, sebelumnya
dikeluarkan Permendagri Nomor 2/1976.
Dalam peraturan tersebut disebutkan ada
dua cara pembebasan tanah untuk ke-
perluan swasta yaitu secara langsung dan
melalui Panitia Pembebasan Tanah.
Terakhir, berdasarkan Keppres Nomor 55/
1993 ini, cuma dikenal satu cara yaitu
pembebasan langsung berdasarkan asas
musyawarah untuk mufakat. Cara ini
seperti proses jual beli biasa berdasarkan
asas kebebasan berkontrak, Pemerintah
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hanya mengawasi dan mengendalikan
dengan maksud agar pembebasan tanah
dapat memuaskan kedua belah pihalke

Berbeda dengan perolehan tanah
untuk kepentingan swasta, jika tidak terca-
pai kata mufalat dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan maka
dilakukan secara berjenjang untuk dapat
naik banding. Bila tetap tidak tercapai kata
mufakat, maka dilakukan pencabutan hak.
Pencabutan ini merupakan wewenang
Presiden.

Masalah yang sering terjadi sehu-
bungan dengan pembebasan hak atas ta-
nah adalah mengenai besarnya penetapan
ganti rugi tanah. Berlaitzan dengan hal ini,
ganti kerugian menurut Keppres dan Per-
men ini hanya diberikan semata-mata
untuk hal-hal yang bersifat fisik. Hal-hal
yang bersifat non fisik, misalnya hilang-
nya pekerjaan dan pendapatan, tidak
diperhitungkan. Hal ini dinilai kurang
proporsional karena ganti kerugian dapat
disebut adil jika keadaan setelah pengarm-
bilalihan tanah minimum setara dengan
keadaan sebelumnya. Selainitu, perluada
jaminan terhadap kelangsungan hidup
bagi mereka yang tergusur.

Dampak yang sering terjadi sehu-
bungan dengan peraturan ini adalah pe-
milik hak atas tanah selalu menjadi posisi
yang lemah dan kalah ketika berhadapan
dengan negara dan atau pemilik modal
{investor). Akibatnya, masyarakat menjadi
termarginalkan baik secara ekenomi mau-
pun sosial. Dampak negatif lain adalah
adanya keleluasaan yang besar pada pe-
milik modal (investor} untuk memperoleh
tanah seluas-luasnya, dan ini tentunya
merupakan salah satu bentuk ketidak-
adilan dalam masalah perolehan tanah.
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Kebijakan mengenai Pendaftaran Tanah

Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah.
Pendaftaran dan sertifikasi tanah pada
awalnya diatur dalam PP Nomor 10/1961,
tetapi kemudian digantikan cleh PP Nomor
24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan PP Nomor 24/1997, keten-
tuan pelaksanaannya diatur dalam Per-
menag/Kepala BPN Nomor 3/1997, kegi-
atan pendaftaran tanah meliputi tahap
pengukuran, pemetaan dan pembukuan
tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan
peralihan hak-hak tersebut kepada pihak
lain, serta pemberian surat-surat tanda
bukti hak atas tanah yang berupa sertifi-
kat dan berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat, Sertifikat tanah adalah tanda
bukti hak bagi hak atas tanah, hak penge-
lolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibukukan dalam
buku tanah yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah bertujuan mem-
berikan kepastian hukum di bidang per-
tanahan, memberi informasi, dan terse-
lenggaranya tertib administrasi pertanah-
an. Penyelenggaraan pendaftaran tanah
dapat dibedakan menjadi dua: (1) secara
sporadis yaitu atas dasar permintaan pe-
megang hak atas tanah yang bersang-
kutan, dan (2) secara sisternatis yaitu atas
inisiatif pemerintah berdasarkan pro-
gram terencana dan dalam batas waktu
yang ditentukan.

Pada tahun 1981, Dirjen Agraria me-
luncurkan PRONA (Proyek Operasi Nasi-
onal Agraria) yang bertujuan untuk meng-
hasilkan sertifikat tanah secara massal
untuk masyarakatekonomilemah, dengan
memanfaatkan hasil-hasil kegiatan yang
telah ada di bidang pertanahan. Program
ini mendapat sambutan sangat luas dari
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masyarakat, namun program ini kemu-
dian menjadi PRONA Swadaya yang di-
biayai sendiri oleh masyarakat.

Terobosan baru di bidang pendaf-
taran tanah sistematis dikenal dengan
nama Proyek Administrasi Pertanahan
(PAP} atau Land Administration Profect (LAP).
Proyek ambisius yang dimulai tahun
1994/1995 dengan dana pinjaman dari
Bank Dunia ini awalnya ditargetkan dapat
menyelesaikan pendaftaran seluruh bi-
dang tanah yang ada di Indonesia (seba-
nyak 75 juta bidang tanah) dalam waktu
25 tahun (PJP1I).Dalam PAP ini dikembang-
kan sistem pendaftaran tanah melalui
Lembaga Ajudikasi yang dibentuk ber-
dasarkan Permenag/Kepala BPN Nomor
3/1995. Sistem ini memberikan wewenang
kepada Ketua Panitia Ajudikasi untuk me-
nandatangani sertifikat tanah dan meng-
usulkan pemberian hak atas tanah. Dengan
demikian, kewenangan Ketua Panitia
Ajudikasi sama dengan kewenangan
Kepala Kantor Pertanahan.

Hasil kegiatan pendaftaran tanah
dapat dilihat pada Tabel 10. Dari tahun
1960 hingga 1998, telah diterbitkan seki-
tar 19,4 juta sertifikat tanah terdiri dari
13,5 juta (69 persen) sertifikasi tanah di-
lakukan melalui pendaftaran tanah spo-
radis, dan sisanya sebanyak 5,9 juta (31
persen) dilakukan melalui pendaftaran
tanah sistematis. Dalam periode tahun
1990-1998 {setelah terbentuk BPN}, telah
diterbitkan sebanyak 8.514.571 sertifikat
tanah (rata-rata 1.064.321 sertifikat tanah
per tahun). Angka ini sangat jauh diban-
dingkan dengan periode tahun 1360-
1989 {sebelum terbentuk BPN) yang ha-
nya mencapai 10.951.171 sertifikat tanah
atau rata-rata hanya 377.902 sertifikat
tanah per tahun.
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Tabel 10.
Penerbitan Sertifikat Tanah Seluruh Indonesia Tahun 1960 - 1998
Tahun Jumlah Sertifikat Tanah
Anggeran | Sporadis Sistlmatis Jumiah
Ajudikasl | Prona PP10/PP24 Transmigrasi
sfd 1989 7.576.058 - | 2094259 - 1.2688.854 | 10.959.171
1920/1991 398,91 - 58.409 - 160.538 617.868
199171992 566.461 - 84.938 30.727 154.628 836.754
199271993 604,297 - 101.067 63.515 105875 874.754
1993/1994 672.209 - 83.783 26.439 122.953 905.384
1994/1995 B15.559 1.022 B8.831 60.532 49.207 1.019.151
1995/1996 875.062 4,236 95.833 58.821 109.995 1.143.947
1996/1997| 1.004.476 211.777 92.158 53.302 106.722 1.468.435
1997/1998 995.291 411.231 67.374 35.889 108.393 1.648.278
Jumlah 13.512334 628.266 | 2.796.652 329.325 2.207.165 [19.473.742

Sumber: Badan Pertanahan Naslonal, 2002

Jika melihat landasan hukum yang
mengatur tentang pelaksanaan pendaf-
taran tanah, terdapat perbedaan yang
mendasar antara PP Nomor 10/1961 dan
PP Nomor 24/1997, Berdasarkan PP Nomor
10/1961, pendaftaran tanah dilaksanakan
dengan memperhatikan aspek-aspek per-
tanahan lainnya, dan pemetaannya dila-
kukan desa demi desa. Pada PP Nomor 24/
1997 pendaftaran tanah semata-mata di-
tujukan hanya untuk menghasilkan jumlah
sertifikat tanah saja, Sehubungan dengan
hal tersebut Silalahi {2004) mengatakan
bahwa jumlah sertifikat tanah memang
bertambah, tetapi peta desa/kelurahan de-
ngan skala besar belum juga dihasilkan
sehingga sistem informasi pertanahan
nasional yang didambakan belum juga
terwujud. Cirektorat Penatagunaan Tanah
BPN (2002} lebih tegas mengatakan bah-
wa setelah diberikan 23 juta lembar serti-
fikat tanah kepada pemohon, BPN tidak
lagi memonitor dan tidak lagi mengevalu-
asi tanah yang telah bersertifikat tersebut,
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apakah telah digunakan dan dimanfaat-
kan sesuai dengan sifat dan tujuan pem-
berian haknya. Hal ini terjadi karena serti-
fikat tanah tidak memuat kewajiban peme-
gang hakatas tanah, dan belumn ada instru-
men tata guna tanah yang mengikatnya.

Kebijakan pertanahan yang telah
dijelaskan di atas disederhanakan dalam
bentuk matriks evaluasi kebijakan perta-
nahan yang ditunjukkan pada Tabel 11.
Berdasarkan matriks tersebut, UUPA seba-
gai acuan dasar kebijakan pertanahan
lebih banyak menghasilkan kebijakan-
kebijakan mengenai hak atas tanah dan
pendaftaran tanah dibandingkan kebi-
jakan-kebijakan mengenai penguasaan
pemilikan tanah fandreform}dan tata guna
tanah. Dampak kebijakan-kebijakan per-
tanahan seperti ini menyebabkan aspek-
aspek pertanahan yang meliputi pengu-
asaan pemilikan tanah {landreform), tata
guna tanah, hak atas tanah, dan pendaf-
taran tanah tidak pernah berjalan bersama-
sama dalam setiap kebijakan pertanahan.
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Padahal menurut UUPA, aspek-aspek
pertanahan tersebut merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

IMPLIKASI-IMPLIKASI KEBUAKAN PER-
TANAHAN

Selama proses pembangunan eko-
nomi periode tahun 1966-1998 (32 tahun)
telah terjadi laju pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar
6,9 persen per tahun. Akibatnya, terjadi
transformasi struktur produksi. Dalam pe-
riode tersebut, sumbangan sektor perta-
nian dalam PDB semakin mengecil, sedang-
kan sektor industri dan jasa mengalami
peningkatan {Tabel 12).

Di awal Pemerintahan Orde Baru
(tahun 1966}, sumbangan sektor pertanian
terhadap PDB berdasarkan harga konstan
tahun 1983 sangat dominan yaitu sebesar
57,8 persen diikuti sektor jasa 28,6 persen
dan sektor industri 18,6 persen. Pada tahun
1983, sektor pertanian turun drastis hingga
hanya mencapai 22,9 persen, sebaliknya
sektor industri melonjak menjadi 39,8 per-
sen dan sektor jasa 37,3 persen. Sebelas

tahun kemudian (tahun 1934} kondisi men-
jadi berbalik Sektorindusiri menjadi yang
utama dengan kontibusi sebesar 50,4 per-
sen ditkuti sektor jasa sebesar 34,3 persen,
sernentara sumbangan sektor pertanian
hanya sebesar 15,3 persen. Jadi jelas bahwa
telah terjadi transformasi ekonomi dari
sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

Transformasi yang terjadi pada struk-
tur produksi ternyata tidak sebesar trans-
formasi pada struktur tenagakerja. Hal ini
dapat dilihat pada persentase tenaga kerja
menurut lapangan pekerjaan utama selama
periode waktu yang sama {Tabel 13). Pada
tahun 1971 sebanyak 67,2 persen pendu-
duk masih bekerja di sektor pertanian,
namun kemudian turun menjadi 60,0 per-
sen padatahun 1981 dan turun lagi men-
jadi 44,0 persen pada tahun 1995. Walau
menurun, perekonomian Indonesia dapat
dikatakan masih bersifat agraris karena
proporsi penduduknya yang menggan-
tungkan hidupnya di sektor pertanian
masih cukup besar.

Pembangunan ekenomi pada masa
Pemerintahan Orde Baru dapat dikatakan

Tabel 12.
Persentase Poduk Domestik Bruto Indonesia
Berdasarkan Harga Konstan 1983 Tahun 1966 — 1998

Tahun Pertanian Industri Jasa
1966 52,75 18,61 28,63
1570 46,33 23,41 30,26
1974 36,60 34,59 28,82
1978 31,18 37,52 31N
1982 28,08 38,20 33.72
1983 22,89 39,83 37,29
1986 21,98 39,99 38,02
1950 19,40 41,02 39,57
1994 15,25 50,44 34,31
1938 15,30 52,18 32,52

Sumber: Badan Pusat StatlstikIndonesla berbagal tahun {dfolah), BPS
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Tabel 13.
Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 1971-1995

Sektor 1971 1976 1981 1988 1995
Pertanian 67,22 6145 60,4 53,98 43,98
Industri 884 1250 1258 1270 1842
Jasa 2394 25,75 27,38 3332 3760

Sumber : Suatlstlk Indonesla berbagal tahun tertitan, BPS

cukup bias terhadap sektor pertanian.
Meski tingkat pertumbuhan ekonomi saat
itu tinggi, pembangunan di sektor per-
tanian yang merupakan tulang punggung
kehidupan sebagian besar rakyat tidak
dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
Nasoetion (2000} mengatakan bahwa
sek-tor pertanian didominasi oleh usaha
tani berskala subsisten dengan luas lahan
sempit dan tingkat adopsi teknologi ren-
dah sehingga tidak mampu bersaing secara
ekonomi dengan sektor lain. Hal ini me-
nunjukkan Pemerintahan Orde Baru ga-
gal dalam melewati transisi agraris {agrarian
transitiony dari pertanian ke industri dan
jasa. Bandingkan dengan negara Asia lain-
niya yaitu Jepang, Taiwan, Korea Selatan
dan India yang berhasil melewati transisi
agraris melalui program landreform
sebelum menjalankan proses indus-
trialisasi?.

Kegagalan melewati transisi agraris
disebabkan oleh pembekuan landreform.

Pelaksanaan kembali {revitalisasi} pro-
gram redistribusi tanah obyek landreform
yang telah dimulai sejak tahun 15981 [alu
ternyata tidak mampu mengubah struk-
tur penguasaan pemilikan tanah perta-
nian yang telah terlanjur timpang. Meski-
pun telah dilaksanakan pertanian modern,
misalnya pertanian pola PIR sebagai ben-
tuk lain dari redistribusi tanah, hal ini ter-
nyata hanya mampu meningkatkan pro-
duksi hasil pertantan dan nilai investasi
tanpa mampu mengubah struktur pe-
nguasaan pemilikan tanah,
Sebagaimana telah dikatakan sebe-
lumnya, proses pembangunan ekonomi
yang dilaksanakan Pemerintahan Orde Baru
tersebut telah menggeser fungsi tanah dari
tanah sebagai aset untuk mencapai kerak-
muran rakyat menjadi tanah sebagai fak-
tor produksi (barang ekonomi} belaka. Pada
periode tahun 1970 hingga 1980-an kebi-
jakan pertanahan lebih banyak ditujukan
untuk memfasilitasi tersedianya tanah

7 Translsl Agrarla {Agrarian Transition} adalah suatu [ang ka waktir yang berawal dari berlangsungnya secara benurrutan
dua proses pokok, yaltu restrukiurisasl penguasaan pemllikan tanah {referma agraria} dan Industriallsast, sampal
terbentuknya susunan hubungan seslalekonoml ban. Kalau strukiur soslal ekonarni telahterbentuk secara manlap,

makadikatakan masa translsl telah selesal (Wiradi 2000,

8 Sebagal cantoh di Jepang, program landreferm memberikan hasil yang signliikan dalam perekonomlan. Dalam
kenyataannya, program landreform berhasil mening katkan konsumsl rata-rata serta kecenderungan kensumsl rata-
rata petanl, yang menghasilkan ekspansl yang besar darl pasar konsumasl domastik Sefaln Iow, dengan pemindahan
tanah penyekapan menfdl tanahmilik garapan, makamempercepat investas] Jangka panjang pertanfan. Hal inldisertal
kombinasl kemaJuanieknologl telah membawa akibat yang pesitif dalam meningkatkan produktivitas pertarian {Tim

Pengajar FH 2001
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untuk sektor pertanian, sedangkan pada
tahun 1990-an kebijakan pertanahan le-
bih banyak ditujukan untuk memfasilitasi
tersedianya tanah untuk sektor industri
dan jasa. Akibatnya, kebijakan pertanah-
an yang dihasilkan berdampak negatif
sangat luas di masyarakat diantaranya
berupa timbulnya ketimpangan struktur
penguasaan pemilikan tanah, akumulasi
penguasaan pemilikan tanah yang me-
lampaui batas {monopoli tanah), speku-
lasi tanah, ketidaksesuaian penggunaan
dan pemanfaatan tanah, konversi tanah
pertanian subur, terpinggirkannya ma-
syarakat secara ekonomi maupun sosial,
konflik dan sengketa pertanahan.

Tahun 1998 terjadi perubahan yang
mendasar dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia. Orde Baru
{1966-1998} dengan sistem pemerintahan
yang sentralistis dan otoriter berganti ke
Orde Reformasi dengan kebijakan desen-
tralisasi dan otonomi daerah melalui UU
Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan
Daerah {direvisi menjadi UU Nomor 32/
2004), dan UU Nomor 25/1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerin-
tah Pusat dan Daerah (direvisi menjadi
UU Nomor 33/2004). Penyelenggaraan
otonomi daerah menekankan pada prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan dan keadilan, serta memper-
tahankan potensi dan keanekaragaman
daerah.

Otonomi daerah menuntut penye-
suaian-penyesuaian terhadap kebijakan-
kebijakan pertanahan. Atas desakan dari
berbagai pihak mencakup para akademisi,
pakar, organisasi profesi dan lembaga
swadaya masyarakat {LSM}, Pemerintah
melakukan koreksi ulang yang menyelu-
ruh terhadap kebijakan agraria nasional

2B1

dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dalam sidang tahunannya menyetujui
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Penge-
Iolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan ter-
sebut berangkat dari kemauan dan komit-
men semua pihak untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan sumber daya agra-
ria dan sumber daya alam yang disebab-~
kan oleh berbagat kerancuan normatif
dan implikatif kebijakan agrarta dan pe-
ngelolaan sumber daya alam di masa lalu.

Arti strategis dari pembaruan agra-
ria adalah langkah korektif terhadap
sekian banyak penyimpangan pelaksanaan
keagrariaan di masa lampau, Pembaruan
agraria mencakup suatu proses yang ber-
kesinambungan berkenaan dengan pena-
taan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, di-
laksanakan dalam rangka tercapainya ke-
pastian hukum dan perlindungan hukum
serta keadilan dan kemakmuran bagi
seluruh rakyat [ndonesia.

Berdasarkan analisis terhadap pe-
ngalaman penyelenggaraan kebijakan
pertanahan selama masa Orde Baru (1966~
1998) direkemendasikan untuk melaku-
kan revisi terhadap UUPA dan peraturan
perundang-undangan turunannya. Revisi
UUPA tersebut menyangkut beberapa hal
antara lain:

(1) Akses yang sama bagi setiap warga
negara terhadap tanah sebagai hak
dasar manusia.

Memberikan informasi yang luas kepa-
da warga negara tentang segala aspek
pertanahan karena sifatnya se-bagai
barang ekonomi yang spesifik (khas).
Antisipasi terhadap kecendrungan
perubahan struktur perekonomian ke
arah sektor sekunder dan tersier.

@
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{#) Memberikan arah yang tegas
terhadap kebijakan tanah perdesaan
{pertanian) dan kebijakan tanah
perkotaan (non pertanian).

{5) Semangat otonomi daerah.

KESIMPULAN

{1} Penyelenggaraan pertanahan dari
Masa Kernerdekaan hingga Masa Qrde
Baru dapat dibedakan menjadi tiga,
yaitu Masa Perencanaan UUPA {1945-
1960}, Masa Kegagalan Pelaksanaan
UUPA (1961-1965) dan Masa Penyim-
pangan Pelaksanaan UUPA (1966-
1998). Masa Penyimpangan Pelaksa-
naan UUPA (1966-1998) dibedakan
menjadi empat periode yaitu Periode
| {(1966-1973), Periode Il (1974-1583},
Periode (Il {1983-1992) dan Periode IV
{1993-15498).

{2} Masa Penyimpangan Pelaksanaan
UUPA, (1966-1998} telah menghasilkan
lebih banyak kebijakan mengenai hak
atas tanah dan pendaftaran tanah di-
bandingkan kebijakan mengenai pe-
nguasaan pemilikan tanah fandreform)
dan tata guna tanah.

(3} Implikasi-implikasi kebijakan perta-
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